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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara
cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Singkawang,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Dayang Resort, tempat kediaman di Kota
Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 telah
mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Singkawang dengan Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Skw tanggal 21 Juli 2020,
dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, KotaSingkawang
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 15 Mei 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah

milik Bos Penggugat;
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3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai seorang anak bernama Intan Ramadhani, lahir tanggal 20 Juni
2015, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4, Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

a. Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;

b. Tergugat berjudi online;

c. Tergugat sering marah-marah hanya karena masalah sepele;

d. Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mencaci maki
Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan Tergugat 2 Kkali
mengucapkan cerai kepada Penggugat bahkan Penggugat pernah
menampar dan menendang Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha menasehati dan bersabar
menghadapi sikap Tergugat, namun Tergugat selalu mengiyakan tetapi
sikap Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan Mei 2020 yang di
sebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri
namun Penggugat menolak karena kondisi Penggugat sedang tidak sehat
akan tetapi Tergugat tidak peduli;
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat
tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah bos Penggugat (Kost)
sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
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10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul
lagi namun Tergugat pernah datang hanya untuk menemui anak dan
selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
dan anak, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak
terjalin dengan baik;

11. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut
dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan
Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat
merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa
dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

13. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan
relaas panggilan tanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 04 Agustus 2020 Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
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bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX,
atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang
Selatan, Kota Singkawang, tanggal 15 Mei 2015. Alat bukti surat tersebut telah
di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis
telah diparaf dan diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-
saksi yaitu :

I. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan
persidangan saksi mengaku sebagai saudara ipar dan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kos milik bos Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak sekitar setahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkaran yang terjadi

antara Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat sering marah-marah yang gak jelas, kurang memberikan
nafkah dan tidak perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
adalah Tergugat sering bermain game online sehingga kurang peduli
dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada
Penggugat seperti menendang selain itu Tergugat juga sering mencaci
maki Penggugat seperti anjing, moler dan lain sebagainya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
lebaran tahun ini yaitu sekitar bulan Mei 2020. Saat itu Penggugat dan
Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak bersedia melayani
Tergugat untuk berhubungan badan karena Penggugat sedang tidak
sehat, kemudian Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang
ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap di rumah bos
Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak
keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun
tidak berhasil;
Il. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, di hadapan
persidangan saksi mengaku sebagai Sahabat dan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi sudah berteman dengan Penggugat selama sekitar 10
(sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2015;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bos Penggugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis,

namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar 5 (lima) tahun

yang lalu dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

sehingga Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari selain itu Tergugat juga sering bermain game online sehingga

kurang perhatian dengan keluarga;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada

Penggugat, atas kejadian itu saksi pernah melihat bekas memar di

tangan Penggugat akibat perbuatan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak

lebaran tahun ini sekitar bulan Maret 2020, hal tersebut saksi ketahui

pada saat saksi berkunjung menemui Penggugat namun tidak pernah

melihat Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang

menemui apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasihati hanya kepada Penggugat, namun

tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan

sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai
dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;
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Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil’lkuasanya yang sah untuk datang
menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang
sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali
rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan
Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka
sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak
akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah
sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian
kepada Penggugat dan anak, Tergugat berjudi online, Tergugat sering marah-
marah hanya karena masalah sepele, Tergugat kurang dalam memberi nafkah
sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat
serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama
pada akhir bulan Mei 2020 hingga sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak
pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, komunikasi antara
Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak dibantah oleh
Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari
adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak serta adanya
perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat
tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan
saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan
perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang
hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat
mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P. (Kutipan Akta Nikah)
yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta
otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah

pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan
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demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan perkara ini, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan pada
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar pihak
keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat
mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat
mengajukan dua orang saksi dari keluarga dan teman dekat, kedua saksi yang
diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi
syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh
karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi
keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan
keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu
dengan lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan secara
umum masih dalam ruang lingkup fakta mengenai kelangsungan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat. Karena itu, jika dihubungkan antara satu fakta
dengan fakta lainnya, terdeskripsi secara lengkap mengenai hubungan hukum
Penggugat dengan Tergugat serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan dan
pertengkaran rumah tangganya, termasuk efek atau akibat yang timbul dari
perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian materi keterangan
kedua saksi Penggugat dapat dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan
saling melengkapi, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi
Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika
dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sabh;

- Bahwa pada awal perkawianan Penggugat dan Tergugat hidup
rukun, namun sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering bermain game online
sehingga tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei
2020;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat
dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
Mei 2020, walaupun Penggugat dan Tergugat tinggal dalam wilayah yang
sama, hamun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam
rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini
mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan
Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan
dan mediator dalam proses mediasi, telah menasihati Penggugat agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga
masih mengharapkan rukun bersama Penggugat kembali membina rumah
tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil merubah sikap Penggugat,
karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan
keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah

rumah tangga;
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Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya
perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh
masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara
bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul
dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau
sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga
bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada
harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah
pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah
yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-
mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya
demikianlah alasan rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari Qaidah
Fighiyah yang berbunyi:

tlandl cd> (e pado duwlaalls ;o
Artinya : Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama

figh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholag untuk selanjutnya

menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :
asis iy ply auzg il 8L>)l O daioi i @Mall pllbi pMuwY Lzl 2a
cboYs puai
ol obiso ,L10i¥l Y T, it 00 8,90 aams )l alos)l quas cuss
Artinya :  Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah
tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap
tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena
meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah
satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal
itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa
penyebab timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak
lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah
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(brokendown marriage), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan
suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang
dan telah terbukti bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan diperparah dengan
perpisahan tempat tinggal relatif lama sejak bulan Mei 2020 tanpa komunikasi,
Tergugat telah menunjukkan sikap untuk tidak kembali ke tempat kediaman
bersama sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang
harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf
f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih
bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-

peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut
tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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4, Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.411.000,- (Empat ratus ebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh Toharudin, S.H.l., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.l., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nashihul Hakim, S.H.l. Toharudin, S.H.l., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp. 270.000,00
4. PNBP Panggilan . Rp. 20.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 411.000,00
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